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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADLU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomeor : 503/ o8 /DPMPTSP/ 2022

TENTANG

IZIN DPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK] BINTANG MULIA O3

DUSUN PINATETEK DESA SIKAKAP

KECAMATAN SIKAKAP

KABUFATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

lembaca

. Surat Permohonan l=n Operasional

TAMAN KANAK-KANAK (TK]

BINTANG MULIA 03 tanggal 28 Scptember 2022;
hukum kepada

- B

bahwa dalam rangka memberikan kepastian :

Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberiian

layanan pendidikan Anak Usin Dimi (0-6) t=hun periu
Taman Kanak-lanak (TK);

diterbitkan Izin Operasional
gin Operasional Taman Kanak-kanak [TK)

Bahwa penerhitan |

i dimaksud pada butir a, dipandang periu

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kepulauan Mentawai;

Undang-undang Rl Nomor 4% Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawal,
undnngﬁnmurﬂ.':ﬁhuniﬂnﬂtmmngﬁmﬂuﬂpn

Undmuh dan Kewenangan Provinai sebagai Daerah

Nasional Pendidikan; ‘
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;
pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
dan Penyelenggaraan Pendidilan;

Peraturan
2010 tentang Penge
inteh Nomor



12. Pu-nmm;fupnﬂ Repulavan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020
tentang delegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penspaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Sam Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudaysan Kabupaten

Kepulauan Mentawai Nomor 421.5/1355/DISDIKBUD atas lzin

Taman Kanak-kanak (TK) BINTANG MULIA 03
tenggal 05 Oktober 2022-

MEMUTUBKAN -

- Memberikan lnin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK)
BINTANG MULIA 03.

: Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Taman Kinak-kanak
(TK} mempunya kewsjiban

4 dalam pelaksanaan proses belaiar mengsjar mergi kot
kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementenan
Pendidikan dan Kebudsymsan Dircktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usin Dini, Pendidikan Dessar dan
Pendidikan Menengah, disesuaikan dengan  kondisi
darrah dan sckolah,

b. memeberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan
dan Kebudaysan melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik
Emlnpnnnpmmb:hjnmimpju.hpuﬂumﬂun
bantuan dar dana APBN maupun dana APRD:;

c. lembaga vang menerima bantuan sampai batas wakty
yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka
Dinas Pendidiksn dan Kebudaysan berhak memberikan
teguran tertulis hingga merekomendasian pencabutan
Inin Operasional yang telah diterbitlan, hasil rekomendasi
tersebut disampaikan ke Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagal dasar untuk

i keputusan pencabutan izin Operasional
I tidak belajaran
d lembaga yang melaksanakan proses pem

sciama | fsamy) minggu, lembaga akan diberi teguran, dan

apabila berkelanjutan tidak melaksanakan proses belajar

mengajar selams | bulan maka lzsin Operasionalnya akan
dicabut,



e lembagan e ng jawal "Itﬂ'lt!l‘thn Lryanan
pendidikan kepada anak usia dini sesuaj dengan usia
layanan anak didik;

[ jumlah murid minimal 12

B. perbandingan jumlah

ditambah | orang kepala sekolah, Jika tidak memenuhi
maka akan ditinjau ulang pemberian izin operasionalnya,
dan apabila memang tidak memenuhi syarat maka izin
operasional lembaga akan dicabut.
: Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembeli
menurut semestinya =
: Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin tﬂ]_ﬂdlt dalam
penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestiny

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

itetapkan di Tuapejat
Eﬂsn tanggal, & Oktober 2022




